LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 14 TAHUN 1999

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUS! PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat 1, maka Retribusi Pasar merupakan jenis
Retribusi Daerah Tingkat Il ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

Undang-undang Nomor 48 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor - 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 ) ;
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 ) :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685 )

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 )

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692 )

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
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tingkat | dan Tingkat I| :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
[l Pati ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 23/KEP/1999
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pasar menjadi
Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b
€.
d

Daerah adalah Kabupaten Pati :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
Bupati adalah Bupati Pati ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku :

Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri



atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atay
kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;

Los adalah Bangunan tetap didalam lingkungan pasar
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi
dinding :

Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding
pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit
yang dipergunakan untuk usaha berjualan :

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan :

Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi
adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar
tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran,
los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah. dan
khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang
dikelola oieh Perusahaan Daerah ( PD ) Pasar

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang
menurut  Peraturan  Perundang-undangan  Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu vang
merupakan batas waktu bagi WAjib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjut-
nya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang
digunakan oleh Waijib Retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi retribusi yang
terutang  menurut  Peraturan Perundang-undangan
retribusi daerah
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentu-
kan besarmya jumliah retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT,
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga
yang diajukan oleh Wajib Retribusi :

Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya :

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari.
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah -



